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Memmbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26'3’- :

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 _,
= f_‘Tahun 2019 tentang Tuntutan Gantl Kerugxan Daerah o 5,
e :,bf“perlu menetapkan Peraturan Bupa‘u tentang Petunjuk’-‘;

" 'Pelaksanaan’ atas Peraturan Daerah Kabupaten
nyaranganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang ’I‘untutanvf -

S o Gant1 Kerugxan Daerah

‘,_l.l Undang-Undang Nomor 1-3 Tahun 1950 tentangvif..,.v’:jj"_.:.f:"

' Mengingat.

v‘,.Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam

a 7":‘,‘];'.1lLlngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah v e
5 <_,,1‘2:.",'Undang-Undang Nomor 28" Tahun 1999 tentangf;,v_._vfk»v"»;ff';-'fi.,» |

e Penyelenggaraan Negara yang Ber51h dan ‘Bebas e

,{;f,‘_.:.fKorup31 Kolu31 dan Nepot1sme (Lembaran Negaraff"_‘
“ ’:“':ﬁ"?i Repubhk Indonema Tahun 1999 ‘Nomor 75, SRR
| *_,};_Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemav‘v':‘ﬂlj - . o
. 'Nomor 3851); S L T R
v':i::i'_'i‘f‘ff_é.iitvf'Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*v-“‘*";:"i‘v:‘ PN

- Pemberantasan deak Pldana Korup31 (Lembaran;:v N
. Negara Repubhk Indoneswl Tahun 1999 Nomor 140,

: :}:':?':\_.'Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm B



o .
R A

*Nomor 3874) sebagalmana telah dlubah dengan_ | :
" Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangb |

e Perubahan atas Undang—Undang Nomor 31 Tahun |

.‘:1999 tentang Pemberantasan ‘Tindak Pldana-»

~Korup81 (Lembaran Negara Repubhk Indonema:
o }__Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan' Lembaran‘

,Negara Repubhk Indonema Nomor 4150), S

| . Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang‘
-Keuangan Negara (Lembaran Negara ‘Republik -
Indone31a ’I‘ahun 2003 Nomor 47, Tambahan}

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4286}, '

.;vUndang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

v ‘Perbendaharaan ‘Negara (Lembaran _ Negara o R
’ Repubhk Indonesm Tahun » 2004 Nomor 5,

_ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a :
o Nomor4355), R o o

’-F.AVUndang Undahg Nomor 15 Tahun 2004 tentang" R

B Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

,.' Negara (Lembaran Negara Repubhk Indoneswl-

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran :

o Negara Repubhk Indones1a Nomor 4400),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

‘Badan Pemenksa Keuangan (Lembaran Negara.

,-'Republlk Indonema Tahun 2006 - " Nomor - 85 o

Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm

] N Nomor 4654)

'.v:,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang‘

’Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk :
""';Indonesaa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

,, ”Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor 5494)

[Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang v -

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk o

Indonesw. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan;'

o ,Lembaran Negara Republlk Indone&a Nomor 5587) IR

- ‘»'vsebagalmana dlubah beberapa kah terakhlr dengan‘. o

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang v

,;‘*Perubahan Kedua atas Undang~Undang Nomor 23 o



- 10.

Tahun 2014 ,tenta-ngv Pemerintailan ‘ Daereih
(Lembar'ah: Negafa Republik Iﬁdonesié Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesm Nomor 5679); , _
Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

11

12,

- 14,

- 15.

Tambahan Lembaran Negara :‘ Repiiblik Indonesia
Nomor 5601) . |

Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendahan Intern Pemerintahan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran - Negara |
Repubhk Indonesia Nomor 4890),
Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Dlslphn Pegawai Negen Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

o Nomor 5135);
13.

Peraturan Pemermtah Nomor 27 'I‘ahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-

IndoneS1a Nomor 4609)
Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2016-
tentangr Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Lémbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna
Nomor 5934); :

Peraturan Perhenntah Nomor 12 Tahun 2017
tentang - Pembinaan dan Pengawasan '
Pgnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Négara RépUb_lik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik Indonesia
Nomor 6041); s | B



16..Perat'uran"..'_ Pemerintah ‘Nvornor; 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai ‘Pemerintah dengan
Perjanjian  Kerja | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ,2018 ‘Nomor 224, Tambahan--»
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

17, Pe‘raturari Pemerintah Nomof 12 Tahun 2019
| . .tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran*
“Negara Repubhk Indones1a Tahun 2019 Nomor 42,
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
- Nomor 6322); o ) - o

18. Peraturan Menteri Dalam ~ Negeri Nomor 133

~Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
| Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
‘Bendahara atau Pejabat Lain; | ' |

19. Perafuran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugxan.
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
" Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah_j

 Kabupaten Karanganyar Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS  PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2

TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.




Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraaan‘

urusan Pemerintahan Déerah oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD me'nurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan pr1ns1p ‘otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

,_Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesm

. Tahun 1945

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

: pehyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang

10.

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadl kewenangan Daerah otonom.

Bupatl adalah Bupati Karanganyar

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar

Badan Pemeriksa Keuangan yang selahjutnya
disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki
Wewenang memerxksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat

Daerah di lmg_kungan Pemermtah Daerah.

. Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan

Daerah “yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD
adalah  Kepala Perangkat . Daerah  Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah.

. Pihak yang Meruglkan adalah Pegawal Negen

Bukan Bendahara atau PeJabat Lain yang
berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan
Kerugian Daerah. . |
Bendahara Umum Daerah ‘yang selanjutnya
d1s1ngkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang bertlndak dalam kapa31tas sebagai
Bendahara Umum Daerah



11,

12

Bendahara adalah set1ap orang atau badan yang'v-

'dxben tugas untuk dan atas nama Daerah,

menerlma  menyimpan, ‘ ~dan
membayar/ menyerahkan uang atau surat berhargav
atau barang Daerah.

.3Pegawa1 Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuh1 syarat tertentu diarigkat vme‘njadi
PegaWai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh

peJabat pembina kepegawaian untuk menduduki

: Jabatan Pemermtahan

- 13.

14,

. 16.

Aparatur.Slpll Negara yang selanjutnya disingkat

ASN. adalah profesi bagi PNS dan pegawai

Pemenntah dengan perjan_uan kerja yang bekerja‘
pada instansi Pemerintah, , ,
Pegawal Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai

Apaﬁatur Sipil Negafa, Anggota Tentara Nasional

'Indon:esia Anggota Kepolisian Negara Republik

Indone&a yang bekerja/ dlserah1 tugas selain tugas

Bendahara

.Pejabat Negara adalah Pejabat yang berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 122 Uridang -Undang
Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ’

Pejabat Lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat -

penyelenggara Pemenntahan yang tidak berstatus '
Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan

‘ Pegawax Negen Bukan Bendahara.

17.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban Dacrah dalam rangka penyelenggaraan -

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan

. uang, termasuk ‘didalamnya segala bentuk

18.

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka APBD.
Uang adalah bagian dari kekayaan Da‘erah» yang

‘berupa uang kartal dan uang giral.



19 Surat Berharga adalah baglan kekayaan Daerah

20

yang berupa sertifikat saham, sertifikat obhga31, '
dan surat berharga lain yang sejenis.

Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset
Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasali,
ba1k yang- bergerak maupun yang tidak bergerak
beserta ‘ baglan baglannya ataupun . yang

- merupakan satuan tertentu yang dapat dmxlal‘

21,

20,

23.

- 24,

25,

26.

d1h1tung, dlukur, atau ditimbang, termasuk hewan
dan: tumbuh- tumbuhan kecuali Uang dan surat
berharga lamnya _ v
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya dlsmgkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah. yang dltetapkan dengan
Peraturan Daerah. , »
Kerug1an Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga dan barang yang nyata dan pasti
_]umlahnya sebagai akibat - perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai. A

Tuntuta_n Ganti Kerugian yang selanjutnya
disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang
dilakukaﬁ terhadap Pegawai - Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk
merriuliﬁkan Kerugian Dvaerah.

Peja‘bat Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang
berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah,
dalam hal ini dijabat oleh Bupati. | |
’I‘imf ‘Penyelesaian  Kerugian Daerah  yang
selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang
bertugas memproses penyelesalan Kerugian .
Daerah

Majehs Pertlmbangan ‘Tuntutan Gann Rugi yang'
selanjutnya dxsmgkat Majelis adalah para pejabat
dan/atau Pegawai yang ditimjuk dan ditetapkan
oleh% Bupati untuk menyampaikan pertimbangan

dan i)endapat penyelesaian Kei‘ugiaﬁ Daerah.



27,

Surat Keterangan 'I‘anggung Jawab Mutlak yang_v
selanjutnya disingkat . SKTJM adalah  surat
pernyataan‘dari Pegawai Negen Bukan Bendahara
atau Pe_]abat Lain, yang menyatakan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa Keruglan Daerah

"mcnjadl tanggung jawabnya dan  bersedia

28.

29.

30.

31.

32.

mengganti-Kerugian Daerah dimaksud.
Surat vKéputusan " Pembebanan Penggantian -
Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat
SKP2KS adalah surat - yang dibuat oleh
Bupau/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak-
mungkln dlperoleh

Surat Keputusan Pembebanan - Penggantian
Kerugiari yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah
surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupau yang.
mempunym kekuatan  hukum tetap tentang
pembebanan penggantlan' Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain. o - | -
Pengampu adalah orang - atau badan Yang.
mempUnyai ténggﬁng ,, jawab hukum untuk
mewakili ~seseorang, karena sifat  pribadinya
dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala
hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan
karena adanya perbuatan atau perlst1wa hukum, |
telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan
Uang, Surat Berharga, dan/atau barang dari Pihak
yang Merugikan. | |

Ahli Waris adalah anggota vkeluarga‘ yang masih
hidup 'yaﬁg rhenggantikan kedudukan pewarisv
dalam . bidang ~hukum  kekayaan  karena .

meninggalnya pewaris.

33.

Kedaluwarsa adalah  jangka waktu yang

' menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR

v terhadap pelaku Kerugian Daerah.

34.

Hari adalah hari kerja.



BAB II

| KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH R

Bagxan Kesatu L

e ) Pe_]abat Penyelesalan Keruglan Daerah

Pasal 2

'(1) Bupat1 sebagal PPKD berwenang untuk'v,-”

' menyelesaxkan Keruglan Daerah yang dllakukan

oleh Pegawa1 Negen Bukan Bendahara dan/ atauv’ P a

Pe_]abat Lain di hngkungan Pemerlntah Daerah

- (2) PPKD sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)’ “

: mempunyaz tugas dan wewenang sebagaz benkut |
' a melakukan pemantauan penyelesalan Keruglanf
Daerah; R ‘ ' '

B b. membentuk dan menetapkan TPKD

c.. menyetujm | atau menolak laporan h'asilu_' R

- pemerlksaan TPKD e -
Cd memberltahukan 1nd1ka31 Kci'ugian: Daerah .
‘ kepada BPK; e e

. menetapkan SKPQKS
»menetapkan SKP2K dan

penggantlan Keruglan Daerah

e (3) Tugas “dan wewenang sebagalmana dlmaksud:-?’

pada ayat (2) huruf a huruf c, huruf d, dan huruf f,
dllaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD |

Bag1an Kedua
T1m Penyelesaxan Kerugxan Daerah
o , Pasal 3 o
o (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesalkan
o tuntutan Keruglan Daerah e

: membentuk dan menetapkan Ma_;ehs e

. v'melakukan pembebasan | atau Penghapusan“? o



I
1
N
|

(2) TPKD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

- mempunya1 tugas dan wewenang sebaga1 berlkut

:.'a menyusun kronologls terjadlnya Keruglan:‘j R

v Daerah

} _”.‘fmengUmpulkan bukt1 pendukung ‘t,éfjadinYa' RO

o iKeruglan Daerah

‘ menghltung Jumlah Kerugxan Daerah

d. mengmventarlsam harta kekayaan m111k Pegawalh T

: :_:ENegen Bukan Bendahara dan/atau PeJabat" -

" ‘v'."Lam yang dapat dljadlkan sebaga1 Jamman"”

- :"‘penyelesalan Keruglan Daerah; dan

melaporkan hasil pemerzksaan kepada pejabat: L T

N yang membentuk

| (3) TPKD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdlrlv:, -vj AP

atas

a Pejabat yang melaksanakan fung81 d1 bldang“--v”‘? -

Pengawasan Sebaga1 ketua o L

b Pejabat yang melaksanakan fungsx dx bldang‘-’v.‘?

' pengelolaan keuangan Daerah sebaga1 anggota

¢ Pejabat lainnya ,SCSiléiz 5¢ng"a,ﬁ kebutuhan.

Pasal 4

.’"‘TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenang_%‘fv’ i

.' Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (2)»»“"

- “_vd1bantu oleh sekretarlat yang berkedudukan “di ‘t SR

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungs1 d1” 

s }’bldang pengawasan

Bagzan Ket1ga
Majells '

Pasal 5

B (1) PPKD membentuk Majehs untuk melakukan o

penyelesa1an Keruglan Daerah




(2) Penyelesazan kefugiah E "Daérahﬁ'_g'r_ s:ebagai:maﬁa:l#;"W"}

dlmaksud pada ayat (1), mehput1

a

atau lala1 Pegawa1 Negen Bukan Bendahara

= ,fwanprestam atas penyelesalan Keruglan Daerah e
':’yang telah dlkeluarkan SK’I‘JM atau -} R

bukan d1sebabkan perbuatan melanggar hukumv }-, S
.:dan/ atau Pe_]abat Lam .

Plhak f-‘ Yang Meruglkan/ Pengampu/Yang
""_»Memperoleh Hak/Ahh Wans | dlnyatakan '

. Vpenenmaan : atau keberatan P1hak Yang P

v_:Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh_,

ayat (1),, berjumlah 3 (t1ga) atau 5 (llma) orang .

b

, iHak/Ahh Waris atas penerbxtan SKPQKS Lo
(3) Ma_]ehs sebagalmana d1maksud pada ayat (1): e
o d1tetapkan dengan Keputusan Bupat1 e

R (4) Anggota Majehs sebaga1mana ' dxmaksud pada :

. f ‘ terdm atas

Sekretarls Daerah

\:Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan .

 fungsi dz bidang pengawasan

;‘:j,Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan'_"v o
“fungs1 di bldang pengelolaan keuangan Daerah R "
v dan ' ' P R

.»:'PeJabat Laln yang dxperlukan sesua1 dengan .

keahhannya '

(1) Ma;ehs sebagalmana , d1maksud dalam Pasal 5 o L
~ayat - (1), mempunya1 tugas memerlksa dan’ o

,}“membenkan pertlmbangan kepada PPKD yang -

Pasal 6

"'dxlaksanakan melalu1 sniang penyelesalan Keruglan '

‘:.Daerah

(2) S1dang penyelesa1an Keruglan Daerah sebagalmana o

dlmaksud pada ayat (1) dllakukan pahng sedikit 1 _ -

(satu) kah dalam 1 (satu) tahun dan dllaksanakan‘_ f

secara tertutup S



Pasal 7

(1) Majehs dalam penyelesalan Keruglan Daerahv N

huruf a, mempunya1 tugas dan wewenang sebaga1 e "

sebagalrnana dlmaksud dalam -Pasal 5 ayat (2)- |

o berlkut

..a

..:memenksa dan mewawancara1 plhak terkalt_ R
,{_:yang mengetahm terjadlnya Keruglan Daerah; o v
.:_::'memlnta keterangan/ pendapat dar1 narasumber”'v R
1 yang mem111k1 keahhan tertentu; " » |
memenksa buktl yang dlsampa1kah, |

.. melalw PPKD dapat memmta TPKD untuk
. i melakukan pemerlksaan ulang, L

. menyetujul atau tldak menyetujm laporan hasﬂ o o

pemenksaan ulang oleh TPKD

memberlkan pertlmbangan penghapusan atas N a
uang, surat berharga dan/atau barang mlhkg
‘leaerah I _
. melaporkan hasﬂ 31dang kepada PPKD dan

.v__,vmelaksanakan hal 1a1n yang dlperlukan dalam

- "-penyelesalan Keruglan Daerah

(2) MaJehs dalam penyelesauan Keruglan Daerah |

. sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

- huruf b, mempunya1 tugas dan wewenang sebagau ,v o o

o :f_‘,berlkut

S al

memerlksa kelengkapan pernyataan penyerahan'v o

"ﬁ barang ;amman | |
. ’memutuskan penyerahan upaya penaglhan o
Kerugxan g Daerah kepada ‘ mstansu ~yang o
menanganl pengurusan p1utang negara / daerah
.*memutuskan pertlmbangan penerbltan SKPQK .
: danv? " ' '

."melaksanakan hal lam yang dlperlukan dalam

. penyelesalan Keruglan Daerah



(3) MaJells dalam penyelesa1an Keruglan Daerah’ .
- g sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 5 ayat @

huruf c, mempunyal tugas dan wewenang sebagai_f‘f’ o

. berlkut

' ’:’dxperolehnya SKTJM

. :menolak seluruhnya menerlma Seluruhnya i

memenksa Iaporan hasﬂ pemenksaan TPKD

memerlksa Iaporan mengenal alasan tldak dapat -

»‘menenma/menolak sebaglan keberatan dari
_iv_Plhak Yang ‘ Meruglkan/Pengarnpu/Yang
';Memperoleh Hak/Ahh Warls ' o
}memenksa buktx, o v } ‘ |
.’f‘memenksa dan memmta keterangan Plhak Yang o
'"‘.Merug1kan/Pengampu/Yang Memperolehv ., | o
':";Hak/Ahll Warls v dan/atau : plhak yangv
’ﬁmengetahul terjadmya Kerugxan Daerah -
’.v: meminta keterangan/ pendapat dar1 narasumber[,’ -
v‘yang mem111k1 keahhan tertentu S R
melaIm PPKD dapat memlnta TPKD untuk -

" melakukan pemerlksaan ulang, o

‘ .‘:membenkan , pertlmbangan ’»‘pe'mbe'ba‘saﬁ o
o ?.penggantlan Keruglan Daerah ‘v BER »‘ |
.,ivmembenkan pertlmbangan Penghapusan atas
uang, surat berharga dan /atau barang mlhk ,:

- Daerah ' o | }» S

.f: memutuskan pertlmbangan penerbltan SKPQK” : . )
Jdan‘..g I o .
. melaksanakan hal lam yang dxperlukan untuk :f o

o : penyelesalan Keruglan Daerah

Pasal 8

(1) Majehs '} daiam . melaksanakan s ‘t'ug:é.sny‘a |

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1),':. ‘: |
d1bantu oleh sekretanat yang berkedudukan d1 B

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungs1 di

b1dang pengelolaan keuangan Daerah



(2) Sekretanat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

terdm atas:

a.

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi d1

| 'b1dang pengawasan;

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi d1

bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan

. Unsur  Perangkat Déerah l_ainnya | yang

“diperlukan sesuai dengan keahliannya,

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIF IKASI

TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9 '

(1) Informasi mengenai adanya Kerugian Daerah dapat

diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

a.

S'DQ-PSJ‘.Y

f.

g.

hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh
atasan langsung; : v
Aparat Pengawasan Internal Pemermtah

pemenksaan BPK;

. laporan tertuhs yang bersangkutan,

informasi tertulis dam masyarakat secéra
bertanggung jawab;
-perhltungan ex officio; dan / atau

pelapor secara tertulis.

(2) PPKD wajib memndaklanjuti setiap informasi

terjadmya Kerugian Daerah dengan didahului

venﬁka31 informasi.



: Bagian Kedua ,

Venﬁka81 Informa31

~ Pasal 10
(l)Veriﬁkasi atas bsetiap 'infofmasi Kerugian Daerah
- yang melibatkan Pegawai Négeri Bukan Bendahara
di llngkungan Perangkat Daerah dllaksanakan oleh
Kepala Perangkat Daerah | -
(2) Dalam hal 1nformas1 Kerug1an Daerah melibatkan
: plmpman dan anggota DPRD, venﬁkas; atas’ setiap
informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh -
Sekretaris DPRD. I | |
(3) Dalam hal mformam Keruglan Daerah mehbatkan
| kepala Perangkat Daerah/ Kepala SKPKD, verifikasi
atas setiap ‘informasi ‘Kerugian Daerah
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. |
(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
: Sekrctaris’ Daerah, verifikasi atas informasi
Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati. ‘
(5) Dalam hal informasi Keruglan Daerah ‘melibatkan
pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang
d1b1aya1 APBD, verifikasi atas setxap informasi _
- Kerugian Daerah dilaksénakan _oleh pimpinan -

sekretariat lembaga nonstruktural, -
Bagian Ketlga
PeIaporan Hasﬂ Verifikasi
Pasal 11
(1) Hasxl verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10, dilaporkan
kepada Bupati paling lama 4 (empat) Hari terhitung

- sejak dltenmanya 1nforma31 terjadmya Kerugian
Daerah '




~ (2) Berdasarkan laporan 'sgebagaimana '»-dimak;sud
pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada

BPK paling lama 3 (t1ga) Hari terhltung setelah
dlterlmanya laporan - ‘

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- Bagian Kesatu

_ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

: | | Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah
bér_dasarkan laporan 'hasil% verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, PPKD membentuk TPKD
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
diterimanya laporan o ,

(2) TPKD sebagalmana dlmaksud pada ayat ‘(1),
m‘(:nyelesalkan‘ pem¢r1ksaan ‘Kerugian Daerah

paling lama 7 (tujuh) Hari tér_hitung sejak dibentuk.

Pasal 13

- (1) TPKD menyampaxkan hasil pemer1ksaan sementara
Kerugian Daerah  kepada ~ Pihak  Yang
Merugikan /Pengampu/ Yang ‘Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 2 (dua) Hari terhxtung setelah
penugasan pemenksaan berakhxr _

(2) Pihak: = Yang : Mergglkan/ Pengampu/Yang

- Memperoleh Hak/Ahli Wai‘is' dapat memberikan
tanggapan terhadap hasil pemenksaan sementara
Kerug1an Daerah sebagaxrnana dlmaksud pada ayat

» (1) dengan dilampiri dokumen pendukung ‘

{3) Tanggapan sebaga1mana dimaksud pada ayat (2),
‘disampaikan kepada TPKD . paling lama. 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak surat hasil pefneriksaan

- sementara disampaikan.



Pasal-1;4 -

(1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2" (dua)
hari kerja sejak tanggapan sebagalmana dlmaksud

~ dalam Pasal 13 ayat (3) dlterlma

~ (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana ‘dimaksud-
pada ayat (1) disetujui, TPKD memperba1k1 hasﬂ:
‘pemeriksaan. o |

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana " dimaksud
‘pada  ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan
tanggapan Pihak Yang Merilgikan / Pengampu /Yang
Memperoleh ~ Hak/Ahli ~ Waris dalam  hasil
pemerlksaan _

- (4) Dalam  hal tanggapan sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) tldak diterima oleh TPKD

sampai dengan jangka waktu yang ditentukan,

dianggap tidak ada keberatan atas vhasil

pemeriksaan. 1 | | _

(S) TPKD menj?usun laporan haisil pemeriksaan dengari
memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) éampai dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling
Iama 3 (tlga) Hari terhltung se_]ak dltenmanya

tanggapan. |

- Pasal 15

(1) Laporan hasil pemenksaan Kerugian Daerah
sebagaimané dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6),
berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat
bérharga, dan/atau ba;ang milik © Daerah
disebabkan oleh: - |
a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan ‘melanglgar hukum atau tidak

. lalai.



- {2) Laporan hasil pemeriksaaxi Kerugian Daerah yang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

memuat:

a.
b.

d
€.
f

g

dasar penugasan TPKD'i "
plhak yang bertanggung Jawab atas terjadmya

Kerugxan Daerah

. ‘kategorl perbuatan . yang mengakibatkan‘ |

Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar

hukum atau lalai; =

. jenis obyek Kerugian Daéfah'

Jumlah Kerugian Daerah
rekomenda51 hasil pemenksaan dan

kemmpulan

(3) Laporan hasil pemeriksaan" Kerugian Daerah yang

, disebabkan bukan 'perbua{tan me»langgar hukum

atau tidak lalai sebagalmana dlmaksud pada

' ayat (1) huruf b, memuat:

a.
b.

dasar penugasan TPKD;
jenis obyek kekurangan uang, surat berharga

dan/atau barang; -

. Jumlah kekurangan uang, surat berharga,

' dan /atau barang;

rekomendam hasil pemenksaan dan

kemmpulan

Pasal 16 |

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang
disampaikan oleh TPKD, PPKD melalui Kepala

SKPKD rriernberikan pendépat atas laporan hasil

pemenksaan

" (2) Pendapat - atas laporan?. hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: s

a. menYetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b. menolak laporan hasil pemeriksaan.



(3) Dalam hal Kepala SKPKD rnenyetujm laPOran hasﬂ L

: pemenksaan sebagannana d1maksud pada ayat (2) C |

C huruf a, Kepala SKPKD menyampalkan laporan‘ T

S vhasﬂ pemenksaan ke PPKD pahng Iama 2 (dua]:“‘-‘;-v" |

o Han

(4) Dalam hal Kepala SKPKD menolak laporan hasﬂ o

pemenksaan sebagalrnana dlmaksud pada ayat (2); N

~huruf b, dllakukan pemenksaan ulang terhadap"vhf’

maten yang dltolak pahng lama 3 (tlga) Han

(5) Laporan hasﬂ pemenksaan ulang sebagmmana

dlmaksud pada ayat (4) dlsampalkan kemballﬁiv{.}

: kepada PPKD me1a1u1 Kepala SKPKD

o Baglan Kedua "

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak v-v‘fvf_:j . '

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala SKPKD menyetu;m laporan hasﬂ ‘

o pemerlksaan sebagalmana d1maksud : dalam‘. | :
- Pasal 16 ayat (2) huruf a PPKD melalm Kepala‘ o

. SKPKD : Segera menugaskan TPKD uﬂtuk L

melakukan penuntutan penggantlan Kerugxan‘» o

‘ Daerah kepada P1hak Yang Merug1kan

(2) Dalam hal P1hak Yang Meruglkan sebagalmanavil_‘

L ,dlmaksud pada aYat (1) berada dalam
"*,}a pengampuan -, RS
o :b melarlkan d1r1 atau

el memnggal duma

'penggantlan Kerug1an Daerah berahh kepada Lo

_,’Pengampu / Yang Memperoleh Hak/Ahh Warls



(3) Dalam penuntutan Penggantlan Keruglan Daerah ﬂ

.»sebagalmana dlmakS'l.Id pa da ayat (1), TPKD'_':.T e
- '::':gmengupayakan surat - pernyataan kesanggupanftf L
. dan/atau pengakuan . Pihak Yang : |

o Meruglkan /pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh |

‘Wans bahwa keruglan tersebut menjadi tanggung’

. jawabnya dan bersedla menggantl Keruglan Daerah o
o dalam bentuk SKTJM |

(4) Proses penuntutan penggantlan Keruglan Daerah .

dalam bentuk SKTJM sebagalmana dlmaksud pada_ o

| . aYat (3), pahng lama 3 (tlga) Har1 terh1tung sejakf e

dlterimanya surat penugasan

(5) SKTIM sebagalmana dlmaksud pada ayat @,

v memuat R ‘ , "
o a 1dent1tas o Plhak f o Yang
' Merugikan/ Pengampu/Yang . Memperoleh R
| ._v_‘:'Hak/Ahh Wans e o ,

Sy b, jumlah Keruglan Daerah yang hams dlbayar’ o

c.-v_'cara dan Jangka waktu pembayaran Kerugxan Do

G Daerah

B - d. pernyataan penyerahan barang _]amman dan

e pernyataan darl . Plhak ' Yang

o Merug1kan/Pengampu/Yang Memperolehf

Hak/Ahh Waris bahwa pernyataan mereka tldak} S

dapat dltarlk kembah '_‘ B T
(6) Pernyataan penyerahan '}bar'ang' -‘ jafhihan_

' sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)- huruf d’
dlsertal dengan ' ’ '

a. daftar barang yang men_]adl ]amlnan . N

b buktl kepem1l1kan yang sah atas barang yang o

| dgammkan dan

B c Surat kuasa menjual



o Pasal 18
(1) SKTJM sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 17
ayat (5) yang d1tandatangan1 oleh Pihak Yang
Meruglkan /Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak dapat ditarik kembah
(2) Dalam rangka penggantian Keruglan Daerah sesua1
dengan SKTJM, Pihak Yangv-

Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh o

Warls dapat menjual barang yang telah terdaftar
dalam daftar barang yang menjadi jaminan
sébagainiana dimaksud’ daiam Pasal 17 ayat (6)
huruf a, setelah mendapét .‘ persétujuan PPKD
melalui Kepala SKPKD.

» » v » A Pasal 19

" (1) Pihak Yang Meruglkan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahh ‘Waris  melakukan
penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM
sebagaimana dlm}aksud dalam Pasal 17 ayat (5).

(2) Penggantian  Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dxlakukan secara Tunai
atau angsuran ‘

- (3) Berapa kali dan batas waktu angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh PPKD melalui Kepala SKPKD.

v ‘ Pasal 20 | | :

(1) Dalam hal Keruglan Daerah sebagai akibat

perbuatari melanggar - hukum, Pihak  Yang

Merugikan/ Perigampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling

larila 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung
sejak SKTJM ditandatangani. | '



(2) Dalarh hal Keruglan Daerah sebagai akibat
kelalaian, Pihak Yang Meruglkan / Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris  wajib mengganu
Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan  kalender terhitung | séjak SKTJM
,ditv}andatangani.v’} SR ' |

Pasa121
(1) Dalam hal P1hak Yang Meruglkan/ Pengampu/Yang
,Memperoleh Hak/Ahli Waris Keruglan Daerah
akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu,
PPKD sesuai dengan kewenangan dapat
menetapkan jangka waktu selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2 Pengajuan perpanjangan - waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dlsémpalkan kepada PPKD
melaIm Kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan
kalender terhitung sebelum ja’tuh tempo berakhir.
| (3) Kepala SKPKD memberlkan pertnmbangan kepada
PPKD berdasarkan permohonan perpan_]angan
waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) paling
lama S (Iima) Hari terhitﬁng setelah pengajuan

perpanjangan waktu diterima.

Pasal 22
Perpanjangan Jangka waktu sebagalmana dlmaksud
~dalam Pasal 21 ayat (1) yang melebihi ketentuan,
‘meliputi: -

a. keadaan kahar, -

b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah
sakit; dan |

" ¢. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan

dengan surat keterangari dari instansi terkait.



Bag1an Ke‘uga . ‘
Surat Keputusan Pembebanan Penggant1an Kerugian

~Sementara -

, Pasal 23
(1) Dalam hal SKTJM sebagaxmana dimaksud dalam
- Pasal 17 ayat (3) tidak dapat dlperoleh TPKD -

segera menyampalkan lapqran kepada PPKD -
“melalui Kepala SKPKD. _ '

@) Kepala SKPKD menerb1tkan SKPQKS paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung setelah menerima laporan
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1).

(3) SKP2KS sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),

memuat:
a. 1dent1tas ’ chak | o  Yang

Meruglkan/Pengampu/Yang | Memperoleh
‘Hak/Ahli Waris; - o
b. perintah untuk mengganéi Kérugiari‘ Daerah;
C. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
d. ;cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
‘Daerah dan . ' |
e. daftar harta kekayaan milik P1hak Yang:
‘ . Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh
‘Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 24

(1) Kepala SKPKD menyampalkan SKP2KS kepada'
Pihak Yang Meruglkan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahh Wans palmg lama 3 (tiga)

~ Hari terhltung sejak SKP2KS d1tandatangan1 |
‘ dlbuktlkan dengan tanda tenma dari Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh

Wans



{2) »Dallam' hal Pihak Yang Mer:ugikén/ Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia
menanldatangaﬁi tanda tenma Kepala SKPKD .
membuat benta acara - | ‘

(3) Berita 1acara sebagalmana Aimaksﬁd péda ’allyat @),
ditandatangani oleh ketua TPKD dan Kepala SKPKD

: Ydengaxll‘ memuat  keterangan Pihak Yang

- Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris !cxdak bersedia menandatangani tanda terlmab
setelah SKP2KS disampaikan. v

4) Berita acara sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),
dlsampalkan oleh Kepala SKPKD kepada Majelis .

sebaga1 pertlmbangan dalam melaksanakan sxdang |

Pasal 25 '

’ Periggahtian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan
SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 _
(sembilan}puluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya-
 SKP2KS. | 3 | |

Pasal 26
(1) SKPQK‘ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2), mempunyai kekuatan ~hukum untuk
pe]aksa‘maan sita jaminan, )

" (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PPKD

kepada instansi yang rf;enangani pengurusan}

piutang Negara/Daerah. sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

| Pasal 27
(1) Pihak | Yang Merl;lgikan /Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau
mengajukan keberatan SKP2KS pahng lama 14
(empat| belas) Hari terhltgng sejak dltcrlmanya
SKP2KS. | ‘ |




(2) cheré.tan sebagaimana .dimaksud pada ayat (1),
disafnpaikan secara tertulis kepada PPKD melalui
Kepala SKPKD dengan disertai bukti. - |

(3) Pcngajua_n keberatan sébagaimana dimaksud

 pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak
Yang Merugikan/Penganipu/Yang Memperoleh

. Hak/Ahli Waris untuk menggan‘ti‘Kerugian Daerah.

‘Bagian Keempat

_ Majelis

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui

Majelis  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

| ‘ Pdsal 29 |
(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah
~ keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris’ atas penerbitan
SKP2KS diterima seluruhn&a, Majelis memberikan
o pertimbarigan kepada PPKD untuk melakukan:

a 'pem'bebasar-l' penggantian Kerugian Daerah;

~ dan/atau

b. penghapusan terh_adap: |
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaan

‘Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau

Pejabat Lain; dan/ atau
2. uang dan/atau 'barahg bukan milik Daerah
) yang berada 'dalarr_f peﬁguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat
Laih yang digunakanﬁdalam penyelenggaraan

- tugas pemerintahan. .

IR



(2) Pertimbangan pembebasan penggantlan Keruglan
Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf a, PPKD: T |
a. _,menetapkan kepﬁtusan ip‘embebasan tanggung
jawab atas Kerugian Daerah; dan/atau
b. mengusulkan penghapusan terhadap*
1 uang, surat berharga dan/ atau barang milik
- Daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau
' Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau baraﬁgbukan milik Daerah
a yang berada daléfn% penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat
Lain yang _-digunaka_n dalam penyelenggaraan
~ tugas pemerintahan.
(3) Perietapan keputusan pembebasan tanggung jawab
atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, memuat: | |
a. identitas N Plhak - Yang
| Meruglkan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian
- Daerah; , ,
b. jumlah kekurangan uzzin‘g, surat berharga,
| dan/atau barang milik Daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
- Bendahara dan/atau Péjabat Lain dan/atau
‘uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang
.berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara dan/ atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam pénjrelcnggaraan - tugas

| pemerintahan; dan



c. pernyataan bahwa telah terJadI kekurangan _
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik |
Daerah yang berada dalam - penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau
Pejabat Lain; dan/atau :
2. uang dan/atau barang bukan milik- Daerah |
| yang berada dalam - penguasaan Pegawai -
Negen Bukan Bendahara dan/atau Pejabat
Lain yang digunakan clialla‘m penyelenggaraan
tugés pemermtahan | _
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum -
‘atau lalai. '
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana |
dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan: perundahg-undangan_. ‘

, - Pasal 30 |
(1) PPKD berdasarkan pertlmbangan ‘Majelis
menerbitkan SKP2K pallng lama 14 (empat belas)
Hari terhitung,sejak Majelié menetapkan putusan
hasil sidang. |
| (2) SKP2K sebagalmana dxmaksud pada ayat (1),
dxsarnpalkan kepada
a. BPK;
b.i* Majelis; dan . ‘, o
c. Pihak Yang 'Mem:gi-kan /Péngampu/Yang
} Memperoleh Hak/Ahli Warls ' ,
| (3) Dokumen  SKP2K sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1), disampaikan palmg lama 3 (tlga) Hari
terhitung sejak ditetapkan.



_ BABV' |
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

o » Pasal 31 » _
(1) Dalam rangka penyelesalan Keruglan Daerah

dllakukan penentuan mlal atas berkurangnya

- a barang m111k Daerah yang berada dalam-‘,_;ﬂ.v_-}'.-.‘j 3

i jfpenguasaan Pegawa1 Negen Bukan Bendahara -

- ‘dan/atau Pejabat Lam dan / atau

. ‘, ”_b’.}‘ barang bukan milik Daerah yang berada dalam}

penguasaan Pegawa1 Negen Bukan Bendahara L

fdan/atau Pe_]abat Lam yang dlgunakan dalamv,: S

. '- penyelenggaraan tugas pemermtahan , |
(2) Penentuan n11a1 sebagalmana dlmaksud pada ; o
ayat (1), d1dasarkan pada | o
| ~ a. nilai buku atau 'v | |
b mlal wa_]ar atas barang yang seJems o
(3) Dalam hal n11a1 buku atau mla1 wajar atas barang‘ g

. yang Sejenls sebagalmana dlmaksud pada ayat @

s fhuruf a dan huruf b dapat dltentukan n11a1 barang i o

yang dlgunakan adalah n11a1 yang pahng tlnggl d1v: - o

- rantara kedua nilai tersebut , ﬁ:i -

Pasal 32

B .'Dalarn hal barang m111k Daerah telah dlasuran81kan

o Hf.mlal Keruglan Daerah dlhltung berdasarkan sehslh’ o

'.".antara n11a1 buku atau n11a1 wajar atas barang yang |

o se]enls sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 31 ayat )

“huruf a dan huruf b dengan n11a1 yang dltanggungf] |

o ‘.plhak asuran81

Pasal 33

'}(1) Setlap kekurangan uang, surat berharga atau B

o .barang mlhk Daerah ak1bat perbuatan melanggar :

hukum atau 1a1a1 yang sudah dltentukan n11a1 .

Keruglan Daerah PPKD melakukan pengakuan o |

- '_ . pembebanan Kerug1an Daerah



L (2) Pengakuan ‘ﬂ pembebanan' ,‘ Keruglan Daerahl R

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), berdasarkan B

dokumen SKTJM SKP2KS atau SKP2K

| : BABVI e
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

o Fenagihn

Pasal 34 L |
(1) Penaglhan dalam rangka penyelesa.tan Keruglan -
Daerah dllakukan dengan surat penag1han atas
 dasar SKTJM SKP2KS, atau SKP2K. "

’-“(2) Surat penaglhan sebagalmana dlmaksucl pada' o

ayat (1) d1terb1tkan oleh Kepala 'SKPKD pahng B .
lambat 7 (tu_]uh) Han terhltung Sejak SKT JM e

SKPQKS atau SKP2K dltetapkan

. ‘(3) Surat penaglhan yang dldasarkan pada SKPQKS . ‘; -

v sebagalmana d1maksud pada ayat (1) memuat

a 1dent1tas o . thak ~ Yang S

Memglkan / Pengampu/ Yang . ,Mernpel‘bleh B
Hak/Ahh Wans R

b Jumlah Keruglan Daerah yang harus dlbayar

' sesua1 dengan jumlah dan Jangka waktu yang R

d1tetapkan dalam SKPQKS
c tata cara pembayaran dan _
d tanggal Jatuh tempo pembayaran

(4) Surat penaglhan yang dldasarkan pada SKTJM dan)

SKP2K sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) e

memuat . o _ ‘ o
a 1dent1tas S P1hak | Yang

| Meruglkan/Pengampu/Yang Memperolehv'

Hak/ Ahh Warls -



b. junilah “Kerugian Daeféh yang : telah‘ dibayar
sesuai dengan jumlah 'dian jangka waktu yang
ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;

c. jumlah Keruglan Daerah yang harus dibayar.
sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang
ditetapkan dalam SKP2K;

d. tata cara pembayafan; dan

e. tanggal jatuh terhpo'pémbayéifah.

(5) Surat penagihan sebagéimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris paling lama 2 (dua) Hari terhltung setelah:

surat penaglhan dxterb1tkan

Bagian Kedua :

Penyetoran

| ‘Pasal 35
(1) Berdasarkan surat  penagihan  sebagaimana
| dimaksud  dalam Pasal 34, Pihak Yang'
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas
Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu
yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K| serta d1nyatakan dengan surat keterangan .
tanda lunas o -
f(2) Surat keterangan tand‘as lunas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difandatangani oleh Kepala
SKPKD, untuk SKTJM SKPZKS atau SKP2K.
(3) Surat keterangan tanda lunas sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), memuat
a. 1dent1tas ‘ P1hak ’ Yang
| Merugnkan/ Pengampu/Yang ' Mcmperoleh
Hak/Ahli Waris; ' : -



b, juinléh Kerugian Daerah yarig. telah dibayar
sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang
ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. peﬁiyataan , bahwa ‘Pihak Yang
Mémgikan/ Pe_ngampu/Yang - Memperoleh

Hak/Ahli Waris telah 'melakukan pelunasan N

gantii Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembzahfan -barang jaminan,

dalam hal surat keterangan tanda lunas yang :

diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan .
e. pemyataanv pengembalian harta .kekayaah yang
disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas
yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS

- atau SKP2K. - o

- (4) Dalam hal surat kétei'angan tanda lunas
}diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM,
' pembéfian surat keteraing'a:nvtanda lunas kepada

Pihak " Yang Merugikan /Pengampu/Yang

Memperoleh ~ Hak/Ahli = Waris  sebagaimana

dimaksud pada ‘ayat :(1) disertai dengan o
pengembahan dokumen yang terkait dengan
penyerahan barang j Jamman -

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang "
Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS
atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda
lunas kepada | Pihak . yang
Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/Ahli
Waris - sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),

-~ disertai dengan surat permohonan pencabutan sita
atas  harta kekayaan kepada instansi  yang "
berwenang | ‘ ,

(6) Surat keterangan tanda "lunas sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), dlsampalkan kepada:

a. BPK
b. Majehs;



~c. Pihak Yélhg ' Meriugikan/Pengampu/Ya’ng
- Memperoleh Hak/Ahh Waris yang melakukan
penyetoran ganti Keruglan Daerah; dan

d. _1nstan§1 yang berwenang ‘melakukan sita atas

harta kekayaan.

) ~ Pasal36 |

(1) Atas  dasar ‘surat ketefaﬁgan ' tanda lunas

sebagalmana chmaksud dalarn Pasal 35 PPKD

mengusulkan penghapusan v

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik
Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain;
dan/atau | -

b. uang dan/atau barang btﬁkan miﬁk Daerah yang
vberada dalam pé_nguaéaan | Pegawai Negeri
Bukan Bendahara dan/ gtau Pejabat Lain yang
'digunakan dalam pe:nyelenggaraan‘ tugas
Pemerintahan. | , v

(2) Ketentuan - mengenai tatai ~cara penghapusan
| sebagaimana dir?aksud pada ayat (1), diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘ ~ Pasal 37 _

(1) Dalam hal dapat dibukﬁikan bahwa jumlah
Kerugian Daerah yang telah 'ditagih_temyata lebih
besar daripada'“ yang sehélrusnya,  Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak /ARl
Wafis dapat mengajukéin pefﬁohonan_pengurangan
tagihan Daerah. : | |

(2) Dalam hal Pihak Yang Meruglkan/ Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan
penyetoran ke Kas Daerah, - Pihak Yang
Mei‘ugikan /Pengampu/Yang vMemperovleh Hak/Ahli
Waris dapat mehgajukan ' permohonan
pengembahan kelebihan setoran atas Keruglan

Daerah atas dasar pengurangan tagihan.



- (3) Pefmohbnan | pengurangan tagihan Daerah
sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1), memuat

a. identitas - Pihak j o Yéhg

Meruglkan/ Pengampu/Yang . Memperoleh _

' Hak/Ahli Waris; D

~ b. dokumen SKPQKS/SKP.’ZK dan' . v

. Jumlah Keruglan Daerah yang telah dlbayar :

‘sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang

dxtetapkan dalam SKP2KS 3/ SKP2K
(4) Tata cara pengembahan keleblhan tagihan Daerah
sebagaimana dimaksud - pada ayat | (2),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN

Pasal 38 , -
(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesalan Keruglan |
Daerah kepada PPKD. v .
(2) Laporan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)
dilampiri daftar Kerug1an Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesa1an Keruglan Daerah
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Menteri
rhélalui Direktorat Jeﬁderaﬁ Bina Keuangan paling

lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 39

| PPKD melaporkan penyelesalan Kerugian Daerah
- kepada BPK palmg lama 60 (enam puluh) Hari
terhitung se_]ak Tuntutan Gant1 Kerugian dmyatakan

- selesai.



~ BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40 o
 .(1) TGR yang sedang berjalan sebelum berlakunya,
Peraturan Bupat1 ini tetap dilanjutkan proses
penyelesaiannya. | o
(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakuhya
~ Peraturan Bupat1 ini dan belum dilakukan TGR,
penyelesalan TGR berpedoman pada ketentuan

dalam Peraturan Bupatl ini.

| BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- Ketentuan mengenai format bentuk:
~ a. SKTJM; =
b. SKP2KS; : , .
c keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian
Daerah;
SKP2K;

surat penagihan atas Kerugian Daerah;

surat keterangan lunas;

@ = ".ro o

surat permohonan pengurangan tagxhan Daerah
dan '

h. daftar Kerugian Daerah,

tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagxan _

-‘tldak terp1sahkan dan Peraturan Bupat1 ini.

‘ Pasal 42
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

‘diundangkan.



Agar  sctiap orang dapat  mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupau ini
dengan . penempatannya dalam Berita Daerah-’

Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan"di Karanganyar
pada tanggal 19 November 2019 :
BUPATI KARANGANYAR

ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyaf

pada tanggal 19 November 2019

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
o ttd.

- - SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH




v}’v,E’LAMPIRAN S o
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR o
~ NOMOR 84 TAHUN 2019 |
-".v::,:-‘TENTANG ,_' o

~ PETUNJUK PELAKSANAAN:'V."
~ TUNTUTAN ; GANTI | _KERUGIAN_-'

'--:;{DAERAH

'A. FORMAT SURAT KETERANGAN'TANGGUNG JAwAB MUTLAK

”SURATVKETERANGANTANGGUNG” JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dlbawah 1n1 F
Nama . -
- Péngkat -
v-:"";Jabatan |
. IT;Alamat o

:Menyatakan dengan sebenarnya dan t1dak akan menank kembah

o pernyataan yang saya buat ini, bahwa. saya bertanggung Jawab atas o

o K kerug1an daerah sebesar Rp ( ) yakm kerugxan/ kekurangan yang
| j,dlsebabkan ‘ '

- 'Jumlah keruglan /kekurangan tersebut akan saya gant1 dengan

'f:f_vmenyetorkan Jumlah tersebut Ke Kas Umum Daerah dalam Jangka

o :dengan ketentuan

B . waktu ... (...) bulan terhltung sejak saya menadatangam SKTJM ini,

‘:Sebagal Jamlnan atas pemyataan 1n1 saya serahkan daftar barang-

_‘barang beserta bukt1 kepemlhkan dan surat kuasa menjual sebagal - , Lo

i,:;benkut .
| _‘ a ..d,St;’ ;  ;~,. S
© bo.dstdan



»Apabila ‘dalam jangka waktu yang telah ditentukén setelah saya
'ménandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti
seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat

me’njual atau melelang barang jaminan tersebut.

Karanganyar,
- Menyetujui
Kepala Badan Keuangan Daefah,

materai cukup

... (nama Pihak Yang ‘ ... (nama)

?Merugikan/Pengampu/Yang ' ... (pangkat)

Memperoleh Hak/Ahli Waris) - - NIP. ...

Saksi-saksi:
1. ...dst.
2. ... dst.



B FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA }

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

' NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG

. PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP

- Mehinﬁbang

) Mengingat

Mevnet‘apkan
- KESATU

- . KEDUA

~ KETIGA

" KEEMPAT

SN

SAUDARA/I ..
BUPATI KARANGANYAR,

... dst;

.. dst;

.. dst;

.. dst;

MEMUTUSKAN:

: Membebani saudara/i ... sebesar Rp... (...) atas

~ kerugian daerah yang disebabkan ...

: Mewajibkan Saudara/i sebagaimana dimaksud

- Diktum  KESATU  Keputusan  ini, = untuk

| ‘_ mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara

tunai paling lama 90 (sembilan puluh) héri

’ terhltung sejak dltetapkan keputusan ini.

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian

‘tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik

- Saudara/i sebagaxmana dimaksud Diktum KESATU

Keputusan ini:

. dst, dan- |
- b, ..dst. | |
Memberi  kesempatan kepada  Saudara/i

sebagaimana  dimaksud ~ Diktum  KESATU

‘Keputusan ini, untuk mengajukan keberatan atau

pembelaan diri atas kerugian daerah paling

lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah

menerima Keputusan ini.



. belas) harl, Saudara/ i sebagalmana d1maksud o

o Tembusan
L.

o .’_‘dstv; )
o2

dst.

:;Apabﬂa sampa1 dengan Jangka waktu 14 (empat'

. j‘letum KESATU Keputusan ini t1dak menga_]ukan . | s
},keberatan atau pembelaan d1r1 atas - kerug1an’, |
| *F"'daerah maka akan i segera d1tetapkan Suratv B
A R keputusan pembebanan penggantxan keruglan
KEENAM ’ erp‘utu}san fini mulal berlaku pada tanggal
U fditétapkah’.‘f ; R _

Ditetapkan di Karanganyar S

pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO



C FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

KERUGIAN DAERAH

'-7f KEPUTUSANEHH¥ﬂ1KARANGANYAR B
NOMOR TAHUN DR
e
‘"?_7’PEMBEBASANATASKERUGuquAERAHTERHADAP
| ' SAUDARAﬂ

']fBUPATIKARANGANYAR,f f

.v.."dSt;-" - 5
Lodst;
L.dst;
..dst;

. Ménimbang:'

;v‘Mér‘lg’ingat R

N o op frV

I P NUTUSRAN:
T Menetapkan ;  S , . o
ah ‘KESATU s Tefdapeit ‘kekurangan uang, surat berharga o

dan/atau barang milik daerah‘ sebesar RP () -

| yang men_]adl tanggung Jawab Saudara/1 d1 :
T VR | _lmgkungan ’ e .
- ‘vFZK‘E‘;)DUA | v N Saudara / i sebagalmana dlmaksud letum KESA’I‘U

- Keputusan ini, tldak terbuktl melakukan perbuatan '

o ,melawan hukum balk sengaja maupun 1ala1 o

o sehmgga - tidak dapat . dlmmtakan
o '-,'pertanggung]awaban atas keruglan daerah yang
o - 'terjadl R D A N
KE’I‘IGA :"Membebaskan dan kewajlban untuk menggantl o

- }'b'keruglan daerah dengan n11a1 sebagalmana

o dlmaksud D1ktum KESATU Keputusan m1



' KEEMPA’I‘ B _KeputuSan' ini mulai berlakﬁ pada 'tanggal"
' ditetapkan. o '

vDitet‘apvkan di Karanganyar
pada tanggal ... |
BUPATI KARANGANYAR, -

JULIYATMQNO '
' | .Tembu‘san:

1. ... dst;
2. ... dst.



_D. FORMAT | SURAT KEPUTUSAN pEMgEBANAN _ PENGGANTIAN

| f ffi',;,‘ ;KERUGIAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

N OMOR TAI-IUN
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP

" Mengingat

o Menetapkan P
© KESATU

SAUDARA /1
o ‘BUPATI KARANGANYAE', o

".'tf‘d‘svt;‘n' “ s
codst

Cedst

."‘Membebanl saudara/1 sebesar Rp ( ) atas

s keruglan daerah yang dlsebabkan

Sebaga1 jaminan atas penggantlan keruglan; AEE
tersebut berxkut daftar harta kekayaan l’nllxk‘._:..iv“: | o
SaUdara/l sebagalmana dlmaksud letum KESATU S

Co Keputusan ini:

.. dst; dan

: b i.'..'dst. , _ o
KETIGAMewapbkan kepada Saudara/1 untuk menggant1 TR
b “ ”‘keruglan daerah sebagalmana dlmaksud letum )
R ‘_KESATU Keputusan m1 ke rekemng Kas Umumuv
- i.;Daerah melalu1 pahng lambat ( ) har1v S
'-"terhltung sejak keputusan ini dltetapkan -

KEEMPAT S :’? Apablla saudara/ i sebagalmana dlrnaksud letum R

ESATU Keputusan 1n1 tldak menggantx kerug1an;

Y;’sejumlah dan sampal | dengan batas - waktu -

o f‘_.}l_'sebagalmana dlmaksud letum KETIGA Keputusan} N

1n1, maka hak penaglhan akan dlserahkan kepada o



: KELIMA o -Keputusan 1n1 mula1 berlaku pada tariggvalz-} S

dltetapkan

Dltetapkan d1 Karanganyar o
pada tanggal "
BUPATI KARANGANYAR

S a2oldst.



E FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
1. Berdasarkan atas SKTJM dan SKP2K

KOP DINAS
karanganyar,
~ Nomor P o Kepada,
~ Lampiran :... | . Yth...
Perihal .. di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami,
saudara/ i memiliki kewapban tuntutan ganti keruglan daerah
sebesar Rp... (...), yang telah dlbayarkan sebesar Rp... (...)

sehmgga sisa kewajiban yang masih harus saudara/i penuhi

sebesar Rp... (...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor ...
»Tahun ... yang salinannya kami sertakan sebagai lamp;ran
surat ini. |

Untuk 1tu kami memmta saudara/i untuk segera melunasmya
dengan ‘melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum
Daerah melalui ... paling lambat tanggal ... sebesar Rp... (...)
sesua1 dengan SKTJM / SKPQK Nomor .. .. Tahun .. :

Demikian tagihan ini kami sampa1kan dan atas perhahan karm

ucapkan terima kasih.

Karan ganyaf, . |
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

mama[
| (pangkat)
NIP. ...
Tembusan:
1. ... dst;

2. ... dst.



:2. Berdasarkan atas SKP2KS |

(KOP DINAS)

karanganyar, e
- Nomor  :... ' . Kepada,
' Lampiran :.. Yth. ...

Perihal Ceee | o di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami,
saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah
sebesar Rp... (...) sesuai dehgan SKP2KS Nomor ... Tahun ...
yang Salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara/i uvntukv segera melakukan
pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah rﬁnelalui ... sebesar
Rp... (...} sesuai dengan SKTJM/ SKP2K Nomor ... Tahun ...
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari "terhit‘ung sejak
ditetapkan SKP2KS. | |

Demikian tagihan ini kami sampaikan dan atas perhatian kami

ucapkan terima kasih.

Karanganyar, ... ‘
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (nama)
... (pangkat)
" NIP. ...
- Tembusan:
1. ... dst;

2. ... dst.



_ F. SURATKETERANGANLUNAS

. (KOP DINAS o e

SURAT KETERANGAN LUNAS - R

Nomor

;{Yang bertanda tangan d1 bawah ini Kepala Badan Keuangan"‘

o ‘.‘."EDaerah dengan 1n1 menyatakan bahwa tuntutan ~ganti keruglan L

‘ édaerah terhadap

fNama

 Pangkat e
i 'Jabatan‘

v Alamat

o SVSebagalmana sesuau dengan SKTJM/SKPKQKS/ SKP2K Nomor . |

:Tahun dlnyatakan telah dlbayar lunas seJumlah Rp... (...) dar1 e B

kewajlban berdasarkan SKTJM /SKPKQKS /SKP2K Nomor Tahun‘
... sebesar Rp... (.. ) R » -

.”,;_éSelanjutnya bersama Juga kann kémbalikan "-d'okUmén -

o kepemshkan / aset yang telah d1jad1kan dljammkan telah dllakukan" -

s1ta _]armnan sesua1 dengan SKTJM/ SKPKQKS/ SKP2K Nomor

L Tahun dengan r1n01an sebagal benkut

No.| - Uraian. | No.Bukti | Loka81 - Ket.

e dst

" benarnya untuk dxpergunakan sebagalmana mestmya

Karanganyar

'Dem1k1an Surat Keterangan ini kam1 buat dengan sebenar- . |

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH e

| (namal :: |
(pangkat)
" | NIP. -
. TefhbuSafi:i |
C1ds
Co2...dst.



 G.SURAT PERMOHONAN.PENGURANGAN‘TAGI‘HAN DAERAH

Kepada , R
Yth BUPATI KARANGANYAR' o
Codi-

. Dengan Hormat

a Saya bertandatangan dlbawah 1n1

~ Nama
i VNIP. R
‘ ,‘llsém-gkat' L
-{Jabatan |
Alamat

-ﬂ";,Sehubungan dxtemukan bukt1 baru sebaga1mana terlamplr yang" |
}-vb»menyatakan bahwa n11a1 keruglan daerah yang dltaglhkan kepada
saya sebagalmana tercantum dalam SKPQKS / SKP2K Nomor

Tahun leblh besar darx yang Seharusnya maka saya memohonj o

‘untuk dlberxkan pengurangan tag1han keruglan daerah dengan -
",“,‘nllal perh:tungan sebagalmana terlamp1r L o :
: ‘Bersarna ini saya lamp1rkan dokurnen dokumen yang dlbutuhkan o

o -sebaga1 benkut ' ' o o

v 1 SKP2KS/ SKP2K _ .

- 2 Bukt1 Pengurangan Taglhan, dan
3. Perh1tungan Pengurangan Taglhan » o
| } ‘, Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dlkabulkan dan

'atas perhatlannya saya ucapkan terlma ka51h

' Karanganyar, ...

‘ (nama Plhak Yang o

vv Meruglkan /Pengampu / |

. i ‘Yavng Memperoleh o |
 Hak/Ahli Waris)



H. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Tahun ... v
No. Jumlah Jumlah Sica Jenis
No, | Nama/ | Unit | SKTUM/ | Uraian Kasus/Tahun ; Kerugian | Pembayaran/Angsuran | ;. o oi0 Jumlah | Ket.
* | Jabatan | Kerja | SKP2KS Kejadian Daerah s/d bulan .. Daerah | Barang |
/SKP2K (Rp.) (Rp.) Jaminan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Karanganyar, ...

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

... (namaj
... {(pangkat)
~ NIP. ...

BUPATI KARANGANYAR,
ttd. »
JULIYATMONO
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